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KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa,
pada akhir masa jabatan saya sebagai Ketua Mahkamah Agung RI, telah
dapat disusun clan dihimpun Pedoman Tata Kerja Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Mahkamah Agung RI.

Himpunan buku ini dinamakan Buku Ill, yang akan dilengkapi dengan
lampiran-lampiran yang memuat secara rinci clan lengkap tentang
pembagian tata kerja pada masing-masing unit kerja.

Dengan selesainya Buku Il ini sebagai pedoman tata kerja di
Mahkamah Agung, dan Buku | serta Buku Il sebagai pedoman tata kerja
bagi Pengadilan Tingkat Pertama clan Pengadilan Tingkat Banding, maka
saya menaruh harapan yang besar agar dalam pelaksanaan tugas sehari-hari
terwujud ketentuan-ketentuan yang mantap, jelas dan tegas tentang apa dan
bagaimana tata kerja administrasi peradilan yang harus dilaksanakan
dengan tertib dan disiplin.

Untuk itu saya ingin juga menyampaikan penghargaan clan terima kasih

yang sebesar-besamya atas bantuan team penyusun Buku 1l ini yang telah
bekerja keras tanpa mengenal lelah dan waktu.
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KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KMA/039/SK/X/1994

TENTANG

MEMBERLAKUKAN BUKU 111
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI
PADA MAHKAMAH AGUNG RI

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang  : a  bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan
negara yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
berdasarkan  Pancasila, demi terselenggaranya
negara hukum Republik Indonesia;

b. bahwa kekuasaan kehakiman tersebut dilakukan
oleh badan-badan Peradilan Umum, Peradilan
Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha
Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung
dan Mahkamah Agung melakukan pengawasan
tertinggi terhadap jalannya peradilan serta tingkah
laku perbuatan hakim;

. bahwa dengan memperhatikan kedudukan dan
peran Mahkamah Agung seperti tersebut diatas,
maka Mahkamah Agung menganggap perlu
ditetapkannya pengaturan lebih lanjut yang mantap,
jelas dan tegas tentang Pedoman Pelaksanaan
Tugas dan Administrasi pada Mahkamah Agung;

d. bahwa ketentuan-ketentuan sebagaimana dihimpun
dalam Buku Ill tentang Pedoman Pelaksanaan
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Mengingat

Menetapkan
PERT AMA

KEDUA

KETIGA

Tugas dan Administrasi pada Mahkamah Agung RI
dianggap memenuhi syarat dipakai oleh Mahkamah
Agung;

e. bahwa untuk itu perlu memerintahkan kepada
semua pejabat struktural dan fungsional beserta
segenap aparat pada Mahkamah Agung RI untuk
melaksanakan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi pada Mahkamah Agung sebagaimana
tersebut dalam Buku 11l secara seragam, disiplin,
tertib dan bertanggung jawab;

f. bahwa pelaksanaan isi ketentuan dalam Buku Il
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas clan Ad-
ministrasi pada Mahkamah Agung mulai berlaku
sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini;

Undang-undang No. 14 Tahun 1970;
Undang-undang No. 14 Tahun 1985;

Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1985;
Keputusan Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah
Agung RI No. MA/PANSEK/02/SK Tahun 1986;

el N

MEMUTUSKAN

Memberlakukan  Buku Il tentang Pedoman Pe-
laksanaan Tugas dan Administrasi pada Mahkamah
Agung;

Memerintahkan kepada semua pejabat  struktural
dan fungsional beserta segenap aparat pada Mahkamah
Agung RI untuk melaksanakan Pedoman Pelaksanaan
Tugas dan Administrasi pada Mahkamah Agung
sebagaimana tersebut dalam Buku Il secara
seragam, disiplin, tertib dan bertanggung jawab;

Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, semua
pejabat struktural dan fungsional ditugaskan untuk
mengawasi pelaksanaan Buku Il tersebut serta
melaporkan secara periodik kepada Ketua Mahkamah
Agung;



